
 
 

 
 

 
 

 
 

WALIKOTA TEBING TINGGI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
 

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
KOTA TEBING TINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menyusun 

organisasi perangkat daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Walikota 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Tebing Tinggi; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5494); 

 
 
 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   
Indonesia   Tahun   2015   Nomor   58,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3133); 
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing 
Tinggi; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  

PERANGKAT DAERAHKOTA TEBING TINGGI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi. 



6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 
atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing 
Tinggi. 

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing 
Tinggi. 

12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi.  

13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris 

Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi. 
14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi 

15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing 
Tinggi. 

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana 
teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
17. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing 

Tinggi. 

18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana 
teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah. 
20. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tebing Tinggi. 
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

 
BAB II 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
Pasal 2 

 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, meliputi: 
a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat; 

d. Dinas Daerah, terdiri dari: 
1. Dinas Pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan; 
3. DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 



4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Kebersihan; 

5. Satuan Polisi Pamong Praja; 
6. Dinas Sosial; 

7. Dinas Ketenagakerjaan; 
8. Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 
10. Dinas Lingkungan Hidup; 

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 

13. Dinas Perhubungan; 
14. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu; 

16. Dinas Pemuda dan Olahraga; 

17. Dinas Perdagangan; 
18. Dinas Perpustakaan; 

e. Badan Daerah, terdiri dari;  
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2. BadanPengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah; dan 

3. Badan Kepegawaian Daerah; 

f. Kecamatan, terdiri dari; 
1. Kecamatan Bajenis; 

2. Kecamatan Padang Hilir; 
3. Kecamatan Padang Hulu; 

4. Kecamatan Rambutan; dan 
5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota. 

 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 
Pasal 3 

 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota. 
(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah serta pelayanan administratif. 

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi:  
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja 
Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Pemerintahan Daerah;                                                     
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi Daerah; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 



Pasal 4 
 

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten 
dan masing-masing Asisten membawahi dan 

mengoordinasikanpaling banyak 3 (tiga) Bagian serta 
masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian. 

(2) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi dan 

mengoordinasikan: 
1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; 
b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja 

Sama; dan 
c) Sub Bagian Pertanahan dan Administrasi 

Wilayah; 

2. Bagian Hukum,terdiri dari: 
a) Sub BagianPerundang-Undangan; 

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi; 
dan 

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan 
Hukum; 

3. Bagian Organisasi, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Kelembagaan; 
b) Sub Bagian Tata Laksana; dan 

c) Sub Bagian Analisa Jabatan, Analisa Beban 
Kerja, dan Evaluasi Kinerja; 

b. Asisten Administrasi Perekonomian dan 
Pembangunan membawahi dan mengoordinasikan: 
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan 

Pembangunan, terdiri dari: 
a) Sub BagianSarana dan Prasarana 

Perekonomian Daerah; 
b) Sub Bagian Pemberdayaan Potensi Daerah 

dan Sumber Daya Alam; dan 
c) Sub BagianAdministrasi Pembangunan; 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 

a) Sub BagianBina Sumber Daya Masyarakat; 
b) Sub BagianBina Agama; dan 

c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat; 
c. Asisten Administrasi Umum membawahi dan 

mengoordinasikan: 
1. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan, 

terdiri dari: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan 
Sekretariat Daerah; 

b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan 
c) Sub BagianPerlengkapan; 

2. Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan 
Protokol, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Pengolahan Informasi Pimpinan; 

b) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; 
dan 

c) Sub Bagian Protokol; 
 

 
 



Pasal 5 
 

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
 

Bagian Kedua 
Sekretariat DPRD 

Pasal 6 

 
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 
fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam 

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD 
dan secara administratif bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan 

dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD. 
 

Pasal 7 
 

(1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian 
dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian. 

(2) Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 
a. Bagian Umum, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan 
2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokoler; 
b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri 

dari: 

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan 
2. Sub Bagian Perundang-Undangan; 

c. Bagian Keuangan,terdiri dari: 
1. Sub Bagian Program; dan 

2. Sub Bagian Keuangan. 
 

Pasal 8 

 
Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
 



Bagian Ketiga 
Inspektorat 

Pasal 9 
 

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota 

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 
(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja 
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Walikota; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 10 

 
(1) Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariatdan 

2 (dua) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) 

Sub Bagiandan masing-masing Inspektur Pembantu 
membawahi kelompok jabatan fungsional. 

(2) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari: 

a. Inspektur; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub BagianPerencanaan, Umum dan Keuangan; 

dan 
2. Sub BagianEvaluasi dan Pelaporan; 

c. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I; 
d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

Pasal 11 

 
Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Bagian Keempat 
Dinas Daerah 

Paragraf 1 
Dinas Pendidikan 

Pasal 12 
 

(1) Dinas Pendidikanmerupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
pendidikan dan bidang kebudayaan, dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Pendidikanmempunyai tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang pendidikan, bidang 
kebudayaan dan tugas pembantuan. 

(3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan 
bidang  kebudayaan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan 
bidang kebudayaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pendidikan dan bidang kebudayaan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; 

dan bidang kebudayaan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 13 

 
(1) Organisasi Dinas Pendidikanterdiri dari 1 (satu) 

Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 
(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 

(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Organisasi Dinas Pendidikansebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, 
terdiri dari: 
1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan 

Pendidikan Non Formal; 
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD 

dan Pendidikan Non Formal; dan 
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 

dan Pendidikan Non Formal; 
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari: 

1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan 

Dasar; 
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

Pendidikan Dasar; dan 
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar; 
 



e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari: 
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; 

2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan 
3. Seksi Tenaga Kebudayaan; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional;  
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 

1. UPTD Satuan Pendidikan 
2. UPTD Laboratorium Terpadu 
3. UPTD Permuseuman 
 

Pasal 14 
 

Bagan Organisasi Dinas Pendidikansebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IVyang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf 2 
Dinas Kesehatan 

Pasal 15 
 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota  melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas 
pembantuan. 

(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

kesehatan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; 

dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 16 

 
(1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 

dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub 
Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) 

Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 
dan 

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja 

dan Olahraga; 



d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri 
dari: 

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular; dan 
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, 

terdiri dari: 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan; 
2. Seksi Kefarmasian, ALKES dan PKRT; dan 

3. Seksi Sumber Daya Kesehatan; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 
1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Kumpulan Pane; 

2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan  
3. UPTD Gudang Farmasi. 

 
Pasal 17 

 
Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
 

Paragraf 3 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pasal 18 

 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub 

urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan 
ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber 
daya air, penataan ruang dan tugas pembantuan. 

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat 
(2), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub 
urusan kebinamargaan, sumber daya air dan 

penataan ruang; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum 

sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan 

penataan ruang; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber 
daya air dan penataan ruang; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan 
umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air 
dan penataan ruang; dan 



e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 19 
 

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, 
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-

masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Bina Marga, terdiri dari: 

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan 
Jembatan; 

2. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat 
Berat; dan 

3. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan; 

d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari: 
1. Seksi Sungai dan Irigasi; 

2. Seksi Drainase dan Air Minum; dan 
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Air; 

e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari: 
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 
2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 

3. Seksi Pengawasan Ruang; 
f. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari: 

1. SeksiBangunan Gedung; 
2. SeksiJasa Konstruksi; dan 

3. SeksiPengawasan Bangunan Gedung; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 

UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga 
 

Pasal 20 
 

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruangsebagaimana tercantum dalam Lampiran VIyang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 
 

Paragraf 4 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan 

Pasal 21 
 

(1) DinasPerumahan, Kawasan Permukimandan Kebersihan 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan 

kawasan permukimandan kebersihan, dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

 



 
(2) DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan 

Kebersihanmempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan dan 
tugas pembantuan. 

(3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Kebersihandalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman dan kebersihan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman dan kebersihan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
perumahan dan kawasan permukimandan 
kebersihan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan 
dan kawasan permukiman dan kebersihan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 22 

 

(1) Organisasi DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan 
Kebersihan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) 

Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan 
masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Kebersihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri 

dari: 

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman; 

2. Seksi Penyediaan, Pelaksanaan dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

dan 
3. Seksi Pemanfaatan, Pemantauan, Pengendalian 

dan Evaluasi Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
d. BidangPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri 

dari: 
1. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum, Dekorasi 

dan Reklame; 
2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan 
3. SeksiPengendalian dan Evaluasi Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum. 
e. Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari: 

1. Seksi Kebersihan Lingkungan dan Persampahan; 
2. SeksiAngkutan dan Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA); dan 



3. Seksi Pengendaliandan Evaluasi Pengelolaan 
Persampahan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 

UPTD Rusunawa 
 

Pasal 23 
 

Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukimandan 

Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIyang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 
 

Paragraf 5 
Satuan Polisi Pamong Praja 

Pasal 24 

 
(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan 

masyarakat dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh 
Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 
(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban 

umum, perlindungan masyarakat dan pemadam 
kebakarandan tugas pembantuan. 

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, 
ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan 

pemadam kebakaran; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan 

pemadam kebakaran; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan 
masyarakat dan pemadam kebakaran; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang 
ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan 
masyarakat dan pemadam kebakaran; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 25 

 
(1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) 

Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 

(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 
(tiga) Seksidan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Satuan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 



1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri 
dari: 

1. Seksi Operasional dan Pengendalian; 
2. Seksi Ketertiban Umum; dan 

3. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; 
d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota, terdiri dari: 

1. Seksi Penegakan dan Pengawasan; 
2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan 

3. Seksi Kerjasama 
e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan 

Masyarakat, terdiri dari: 
1. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan 

Kebakaran; 

2. Seksi Penyuluh dan Pencegahan Kebakaran; dan 
3. Seksi Perlindungan Masyarakat;  

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 

UPTD Pemadam Kebakaran 
 

Pasal 26 

 
Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIIIyang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Paragraf 6 

Dinas Sosial 

Pasal 27 
 

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang sosial dan tugas 
pembantuan. 

(3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang sosial; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 28 

 
(1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 

2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian 
dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. 



(2) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari: 

 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan 

Sosial, terdiri dari: 

1. Seksi Rehabilitasi Sosial; 
2. Seksi Perlindungan Sosial; dan 

3. Seksi Jaminan Sosial; 
d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari: 

1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial; 

2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial; dan 
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan 

Kesetiakawanan Sosial; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
 

Pasal 29 

 
Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
Paragraf 7 

Dinas Ketenagakerjaan 

Pasal 30 
 

(1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian, dipimpin 
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 
(2) Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
bidangtenaga kerja dan bidang perindustriandan tugas 

pembantuan. 
(3) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan 

bidang perindustrian; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan 

bidang perindustrian; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga 

kerja dan bidang perindustrian; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja 
dan bidang perindustrian; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
 



 
 

 
Pasal 31 

 
(1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 1 (satu) 

Sekretariat dan 2 (dua)Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 
(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari: 

1. SeksiProduktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja; 
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja; dan 
3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan 

dan Hubungan Industrial; 
e. Bidang Industri, terdiri dari: 

1. Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum; 

2. Seksi Industri Logam dan Jasa; dan 
3. Seksi Sarana dan Prasarana; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 

1. UPTD Balai Latihan Kerja; dan 
2. UPTD Rumah Kemasan 

 

Pasal 32 
 

Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Xyang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Paragraf 8 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana 

Pasal 33 
 

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencanamerupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak dan bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) DinasPemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana dan tugas pembantuan. 

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan 



tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak dan bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dan bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 34 

 
(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaterdiri 

dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga)Bidang, Sekretariat 
terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang 

terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, terdiri dari: 

1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan 
PLKB dan Kader KB; 

2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi 
Keluarga; dan 

3. Seksi Jaminan Pelayanan KB/Alokon dan 
Pembinaan Kesertaan KB; 

d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri 

dari: 
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan 
Lansia; dan 

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja; 
e. Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Hak Perempuan 

dan Anak, terdiri dari: 

1. Seksi Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi, Sosial, 
Politik, Hukum, Data dan Informasi; 

2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan 
Kekerasan Terhadap Perempuan; dan 

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan 
Anak; 



f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 
Pasal 35 

 
Bagan Organisasi DinasPemberdayaan Perempuan, Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana 
tercantum dalam LampiranXIyang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Paragraf 9 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Pasal 36 

 
(1) DinasKetahanan Pangan dan Pertanianmerupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang 
pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan, 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 
(2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang 
pertanian, perikanan, peternakan, penyuluhandan tugas 

pembantuan. 
(3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, 

bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan 
penyuluhan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidangketahanan pangan, 
bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan 

penyuluhan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, 

peternakan, dan penyuluhan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan 

pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, 
dan penyuluhan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 37 
 

(1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianterdiri 
dari 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, Sekretariat 

terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang 
terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian;  
2. Sub BagianKeuangan; dan 



3. Sub BagianPerencanaan; 
 

b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri 
dari: 

1. Seksi Ketersediaan Pangan; 
2. Seksi Distribusi Pangan; dan 

3.  Seksi Kerawanan Pangan; 
c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari: 

1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 

2. Seksi Konsumsi Pangan; dan 
3. Seksi Keamanan Pangan; 

d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri 
dari: 

1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; 
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan 
3. Seksi Penyuluhan; 

e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan, terdiri dari: 

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 
2. Seksi Produksi; dan 

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 
f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari: 

1. Seksi Perbibitan dan Produksi; 

2. Seksi Kesehatan Hewan; dan 
3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran; 

g. Bidang Perikanan, terdiri dari: 
1. Seksi ProduksiPerikanan; 

2. Seksi Perlindungan Perikanan; dan  
3. Seksi Bina Usaha Perikanan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 
1. UPTD Balai Benih Ikan; dan 

2. UPTD Rumah Potong Hewan. 
 

Pasal 38 
 

Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIyang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf 10 
Dinas Lingkungan Hidup 

Pasal 39 
 

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 
(2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas 
pembantuan. 

(3)  Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 



 
a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan 

hidup dan kehutanan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 40 

 
(1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) 

Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 

(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan 

Kapasitas, terdiri dari: 
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak 

Lingkungan; 
2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan 
3. Seksi Peningkatan Kapasitas; 

d. Bidang PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari: 

1. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun; 

2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 
dan 

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 
Pasal 41 

 
Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XIIIyang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Paragraf 11 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pasal 42 
 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
 



(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 
tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan 

tugas pembantuan. 
(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 43 

 
(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, 

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-
masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 
(2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 
1. Seksi Identitas Penduduk; 

2. Seksi Pindah Datang; dan 
3. Seksi Pendataan Penduduk; 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari: 

1. Seksi Kelahiran; 
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan 

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan 
dan Kematian; 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari: 
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan 

3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
 

Pasal 44 

 
Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 



Paragraf 12 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

Pasal 45 
 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat 
kelurahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai 

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang 

pemberdayaan masyarakat kelurahandan tugas 
pembantuan. 

(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan 
masyarakat kelurahan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 
masyarakat kelurahan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan masyarakat kelurahan; 
d. pelaksanaan  administrasi dinas di bidang 

pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 46 

 
(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, 
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-

masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi dan Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, 

terdiri dari: 

1. Seksi  Penataan dan Penguatan Kelembagaan 
Masyarakat; dan 

2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan 
Usaha Kelompok Masyarakat;  

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: 
1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan 
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya dan 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
 

 
 



Pasal 47 
 

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahansebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 
Paragraf 13 

Dinas Perhubungan 

Pasal 48 
 

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dibidang perhubungandan tugas 
pembantuan. 

(3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
perhubungan; 

d. pelaksanaanadministrasi dinas di bidang 
perhubungan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 49 
 

(1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) 
Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 
(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 

(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas, terdiri 
dari: 

1. Seksi Pengawasan; 
2. Seksi Rekayasa; dan  

3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas; 
d. Bidang Bina Angkutan, terdiri dari: 

1. Seksi Angkutan Orang; 

2. Seksi Angkutan Barang; dan 
3. Seksi Teknik Sarana Angkutan; 

e. Bidang Bina Sarana dan Prasarana, terdiri dari: 
1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; 

2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana; dan 



3. Seksi Sistem Informasi Manajemen Transportasi; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas: 
1. UPTD Perparkiran; 

2. UPTD Terminal 
3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 

4. UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans 
Tebing Tinggi. 

 

Pasal 50 
 

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
 

Paragraf 14 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
Pasal 51 

 
(1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang komunikasi dan 
informatika, persandian dan statistik, dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 
(2)  Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika 
dan bidang persandian dan statistik dan tugas 

pembantuan. 
(3)  Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan 
informatika dan bidang persandian dan statistik; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan 

informatika dan bidang persandian dan statistik; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

komunikasi dan informatika dan bidang persandian 
dan statistik; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi 
dan informatika dan bidang persandian dan statistik; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 52 

 
(1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 

1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri 

dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri 
dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 



 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Komunikasi, terdiri dari: 

1. Seksi Monitoring dan Pengelolaan Informasi 
Publik; 

2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi; 
dan 

3. Seksi Pelayanan Informasi; 

d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari: 
1. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; 

2. Seksi Layanan Data, Statistik dan Aplikasi 
Informatika; dan  

3. Seksi Sandi; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 
Pasal 53 

 
Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIIyang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Paragraf 15 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Pasal 54 
 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu 
Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintudan tugas pembantuan. 

(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal 
dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu 

satu pintu; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman 

modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 

dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

 
 



 
Pasal 55 

 
(1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) 
Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 

(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari: 

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal; 

2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan 
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal; 
d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari: 

1. Seksi Perencanaan dan Informasi; 

2.  Seksi Pelayanan Perizinan; dan  
3. Seksi Pelayanan Non Perizinan; 

e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, terdiri 
dari: 

1. Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat; 
2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan; dan 
3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 
Pasal 56 

 
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
PeraturanWalikota ini. 

 
Paragraf 16 

Dinas Pemuda dan Olahraga 
Pasal 57 

 

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang kepemudaan dan olahragadan bidang pariwisata, 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepadaWalikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan 

olahragadan bidang pariwisata dan tugas pembantuan. 
(3) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 
fungsi: 



a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan 
olahraga dan bidang pariwisata; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan 
olahraga dan bidang pariwisata; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang 
kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 58 
 

(1) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari 1 
(satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri 
dari 3 (tiga)Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri 

dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianKeuangan; dan 

3. Sub BagianPerencanaan; 
c. Bidang Layanan Kepemudaan,terdiri dari: 

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan 

3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; 
d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari: 

1. Seksi Olahraga Pendidikan  dan Sentra Olahraga; 

2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan 
Layanan Khusus; dan 

3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; 
e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari: 

1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga 
Keolahragaan; 

2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; 

dan   
3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; 

f. Bidang Pariwisata, terdiri dari: 
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; 

2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan 
3. Seksi Penggalian Potensi Pariwisata; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
 

Pasal 59 
 

Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari PeraturanWalikota ini. 

 
 

 
 

 
 



Paragraf 17 
Dinas Perdagangan 

Pasal 60 
 

(1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah 
dan pasar, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 
(2) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah 

dan pasardan tugas pembantuan. 
(3) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, 

koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, 

koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan 

pasar; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang 

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan 
pasar; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 61 
 

(1) Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari 1 (satu) 
Sekretariat dan 2 (dua)Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 

(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Perdagangan, terdiri dari: 

1. Seksi Perdagangan; 

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 
Perdagangan; dan 

3. Seksi Sarana dan Prasarana; 
d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari: 

1. Seksi Pemberdayaan Koperasi; 
2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan 
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 

dan Usaha Mikro; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari: 
1. UPTD Pasar; 

2. UPTD Metrologi; dan 



3. UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi, Lembaga 
Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 
 

Pasal 62 
 

Bagan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XXyang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
Paragraf 18 

Dinas Perpustakaan 
Pasal 63 

 
(1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

perpustakaan dan bidang kearsipan, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
(2)  Dinas Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
bidang perpustakaan dan bidang kearsipandan tugas 
pembantuan. 

(3)  Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan 

bidang kearsipan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan 

bidang kearsipan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
perpustakaan dan bidang kearsipan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang 
perpustakaan dan bidang kearsipan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal64 
 

(1) Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari 1 (satu) 
Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 

(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari: 

1. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan 

Pustaka; 
2. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan; 

dan 
3. Seksi Pengolahan Teknologi Informasi 

Perpustakaan; 
 



d. Bidang Arsip, terdiri dari: 
1. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Arsip; 

2. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip; dan 
3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi 

Informasi Arsip; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
 

Pasal 65 
 

Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 
 

Bagian Kelima 
Badan Daerah 

Paragraf 1 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Pasal 66 

 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan 
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan 
pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan, 
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 
tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahanyang menjadi 
kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan 
dan bidang penelitian dan pengembangan. 

(3)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

pembangunan dan bidang penelitian dan 
pengembangan; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 

perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan 
pengembangan; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dukungan teknis di bidang perencanaan 

pembangunan dan bidang penelitian dan 
pengembangan; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 

penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang 
perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan 

pengembangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 67 
 

(1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, 
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-

masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 



(2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Badan. 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha; 
2. Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja; dan 

3. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; 
d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan; 
2. Sub Bidang Penataan Wilayah dan 

Pengembangan Kerjasama; dan 
3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman; 

e. Bidang Penelitian Pengembangan, Pengendalian, 

Evaluasi dan Monitoring, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan 
3. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Badan. 

 

Pasal 68 
 

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIIyang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Paragraf 2 

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Pasal 69 

 
(1) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan 
keuangan, pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala 

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah di bidang 
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset. 

(3) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan, pendapatan dan aset; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 

pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan, pendapatan dan aset; 
 



d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang 

pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 70 
 

(1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) 
Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan 

masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan 
Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Pajak Daerah; 
2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan 

3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan 
Lainnya; 

d. Bidang Administrasi Belanja, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Anggaran; 

2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan 
3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah; 

e. Bidang Administrasi Aset Daerah, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset; 
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian 

Aset; dan 
3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset; 

f. BidangAkuntansi, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Pembukuan; 
2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan 

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; 
g. Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), terdiri dari: 

1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian; 
2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data  dan 

Informasi; dan 

3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

i. Unit Pelaksana Teknis Badan. 
 

Pasal 71 
 

Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XXIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
 

 

 



Paragraf 3 
Badan Kepegawaian Daerah 

Pasal 72 
 

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya 
manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil, 
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2)  Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu 
Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia 
dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil. 

(3)  Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang 

kepegawaiandan pengembangan sumber daya 
manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri 
sipil; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 
kepegawaiandan pengembangan sumber daya 

manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri 
sipil; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dukungan teknis di bidang kepegawaiandan 
pengembangan sumber daya manusia dan fungsi 

penunjang korps pegawai negeri sipil; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 

penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang 
kepegawaiandan pengembangan sumber daya 

manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri 
sipil; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota  

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 73 
 

(1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 1 (satu) 
Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 
(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 

(tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Kepegawaian, terdiri dari: 
1. Sub Bidang Formasi; 

2. Sub Bidang Administrasi Kepangkatan; dan 
3. Sub Bidang Administrasi Pensiun; 

 
 



d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri 
dari: 

1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan; 
2. Sub Bidang Pembinaan; dan 

3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis Badan. 
 

Pasal 74 

 
Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Bagian Keenam 

Kecamatan 

Pasal 75 
 

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai 
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas: 
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 

sarana pelayanan umum; 
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah 
di tingkat kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 

kelurahan; 
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit 
kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 

(2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh 
Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
(4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh 
perangkat Kecamatan. 

 

Pasal 76 
 

(1) Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 
4 (empat) Seksi, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian. 

(2) Organisasi Kecamatan terdiri dari: 
a. Camat;      



b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan; 
c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan 

f.  Seksi Kesejahteraan Sosial; 
 

Pasal 77 
 

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 
 

BAB IV 
STAF AHLI WALIKOTA 

Pasal 78 
 

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah. 

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan; 
b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia; dan 
c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan 

Keuangan. 
(3) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi persyaratan. 
(4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 

 

Pasal 79 
 

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bertugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 

Walikota sesuai keahliannya. 
 

BAB V 

ESELON JABATAN 
Pasal 80 

 
(1) Sekretaris Daerah Kota merupakan jabatan eselon IIa atau 

jabatan pimpinan tinggi pratama. 
(2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretaris 

DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan merupakan 

jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 
(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris 

Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan 
jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator. 

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan jabatan 
eselon IIIb atau jabatan administrator. 

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala 
Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, 

Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan 
daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B serta Kepala 

Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau 
jabatan  pengawas. 



(6) Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan 
daerah kelas B, kepala subbagian pada unit 

pelaksanateknis Dinas dan Badan kelas A, kepala 
subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan 

kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon 
IVb atau jabatan pengawas. 

(7) Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk 
satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru 
atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(8) Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk 

rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi 
yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau 

dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. 
(9) Kepala unit pelaksanateknis yang berbentuk pusat 

kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional 

tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan 

BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
Pasal81 

 
(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan dalam dan 

dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu 
dikonsultasikan kepada Gubernur. 

(2) Asisten dan Sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas dan 
kepala badandiangkat dan diberhentikan dalam dan dari 

jabatannya oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3)  Sekretaris pada Inspektorat, dinas dan badan, inspektur 

pembantu, kepala bagian pada sekretariat daerah dan 
sekretariat DPRD, camat, kepala Sub Bagian pada 

sekretariat daerah, Sekretaris DPRD, inspektorat, dinas 
dan badan, kepala seksi pada dinas dan kasubbid pada 

badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan 
badan, sekretaris kecamatan, kepala seksi pada 
kecamatan, kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis 

dinas dan badan, kepala Sub Bagian kecamatan diangkat 
dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh 

Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 82 
 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 
organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 



(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat 
pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 
organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib 
mengadakan rapat berkala. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal83 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikotaini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi. 
 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal30 Desember 2016 

 
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

ttd. 
 

ZULKARNAIN 
 

Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal30 Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI, 
 

                ttd. 
 

JOHAN SAMOSE HARAHAP 
 
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 28 

 



 
 

 

 
   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR28 TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 
 

WALIKOTA 
 

WAKIL WALIKOTA 

SEKRETARIS 

DAERAH 

Pj.WALIKOTA TEBINGTINGGI, 

 
                      ttd. 

 
ZULKARNAIN 

 

BAGIAN 

HUKUM  

 

SUB BAGIAN 
PERTANAHAN DAN 

ADMINISTRASI 
WILAYAH 

 

SUB 
BAGIANOTONOM
I DAERAH DAN 

KERJASAMA 

 

STAF AHLI 

 

ASISTEN ADMINISTRASI 
PEREKONOMIANDAN 

PEMBANGUNAN  

 

ASISTEN 

ADMINISTRASI UMUM 

ASISTEN 

ADMINISTRASIPEMER

INTAHAN 

 

BAGIAN 

ORGANISASI 

 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

 

 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 
PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

 

 

BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

HUMAS PIMPINAN 

DAN PROTOKOL 

 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

UMUM DAN 
PERLENGKAPAN 

 

SUB 
BAGIANDOKUMEN

TASI DAN 

PENYULUHAN 
HUKUM 

 

SUB 
BAGIANPERUN

DANG-
UNDANGAN 

 

SUB BAGIAN 
 PEMERINTAHAN 

UMUM 

 
 

SUB 
BAGIANBANTUAN 

HUKUM DAN 

KONSULTASI  

 

SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 
 

 

SUB BAGIAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 

PEREKONOMIAN 
DAERAH  

 
 

SUB BAGIAN 
PEMBERDAYAAN 

POTENSI DAERAH DAN 
SUMBER DAYA ALAM 

 

SUB 
BAGIANANALISA 

JABATAN, ANALISA 
BEBAN KERJA DAN 
EVALUASI KINERJA  

 
 

SUB 
BAGIANKELEMBAG

AAN  

 
 

SUB BAGIAN TATA 

LAKSANA 

 

 

SUB BAGIAN BINA 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

 
 

SUB BAGIAN  BINA 
SUMBER DAYA 

MASYARAKAT 

 

SUB 

BAGIANBINA 
AGAMA 

 

 

SUB BAGIAN 

PERLENGKAPAN 

 

SUB BAGIANUMUM 
DAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT 
DAERAH 

 

SUB BAGIAN  
RUMAH 

TANGGA 

 

SUB 
BAGIANPRO

TOKOL  

SUB 

BAGIANPENGOL
AHANINFORMASI 

PIMPINAN 

SUB 
BAGIANPEMBERI

TAAN DAN 

DOKUMENTASI 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a.  

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

     ttd. 
 

ZULKARNAIN 

 
 

 

SEKRETARIS DPRD 

 

KETUA DPRD 

 

SUB BAGIAN 

PERUNDANG-
UNDANGAN 

 

SUB BAGIAN 

PERSIDANGAN 
DAN RISALAH 

 

 

SUB BAGIAN 

PROGRAM 

 

SUB 

BAGIANKEUA
NGAN 

 
 

SUB 
BAGIANHUBUNGAN 
MASYARAKAT  DAN 

PROTOKOLER 

 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
RUMAH 

TANGGA 

 

BAGIAN PERSIDANGAN 

DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 

BAGIAN UMUM  

 

BAGIAN KEUANGAN 

BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DPRD 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj.WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

ttd.  

 
ZULKARNAIN 

 

 

IRBANURUSAN 

PEMERINTAHAN I 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, UMUM 

DAN KEUANGAN 
 

 

SUB BAGIAN EVALUASI 

DAN PELAPORAN 

 

SEKRETARIAT 

 

INSPEKTUR 

BAGAN ORGANISASI 
INSPEKTORAT 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN III 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

IRBANURUSAN 
PEMERINTAHAN II 

KELOMPOK 

JAFUNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS PENDIDIKAN 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

SEKSI  

KURIKULUM DAN 
PESERTA DIDIK 

PAUD DAN 
PENDIDIKANNON 

FORMAL 

 

 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN SARANA 
PRASARANA PAUD 
DAN PENDIDIKAN 

NON FORMAL 

 

SEKSI  

PENDIDIK DAN 
TENAGA 

KEPENDIDIKAN 
PAUD DAN 

PENDIDIKAN NON 
FORMAL 

 

 

SEKSI  
KURIKULUM DAN 
PESERTA DIDIK 

PENDIDIKAN 

DASAR 

 

SEKSI  
KELEMBAGAAN 
DAN SARANA 
PRASARANA 
PENDIDIKAN 

DASAR 

 

SEKSI  
PENDIDIK DAN 

TENAGA 
KEPENDIDIKAN 

PENDIDIKAN 
DASAR 

 

 
SEKSI 

CAGAR BUDAYA 
DAN 

PERMUSEUMAN 

 
SEKSI  

SEJARAH, 
TRADISI DAN 

KESENIAN 
 

 
SEKSI  
TENAGA 

KEBUDAYAAN 

 

BIDANG 
PEMBINAAN PAUD DAN 

PENDIDIKAN NON 
FORMAL 

 

BIDANG  
PEMBINAAN 

PENDIDIKAN DASAR 

 

 

BIDANG 

KEBUDAYAAN 

SUB BAGIANUMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

 

 

UPTD LABORATORIUM 
TERPADU 

UPTD Satuan 

Pendidikan Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 

 
ttd. 

 
ZULKARNAIN 

 
 

UPTD 

PERMUSEUMAN 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 

 
ttd. 

 
    ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS KESEHATAN 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN V 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR 28TAHUN 2016 
TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

 
SEKSI  

PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN 

PENYAKIT MENULAR 

BIDANG 
KESEHATAN 

MASYARAKAT 

 

 

BIDANG PENCEGAHAN 
DAN PENGENDALIAN 

PENYAKIT 

 

SUB BAGIANUMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 
 

 

SUB 
BAGIANPERENCAN

AAN DAN 
KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

SEKSI PENCEGAHAN 
DAN PENGENDALIAN 

PENYAKIT TIDAK 
MENULAR DAN 

KESEHATAN JIWA 

 
SEKSI 

SURVEILANS 

DAN IMUNISASI 

SEKSI 

KESEHATAN 
LINGKUNGAN, 
KESEHATAN 
KERJA DAN 
OLAHRAGA 

 

SEKSI PROMOSI 
DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

 

SEKSI 
KESEHATAN 

KELUARGA DAN 

GIZI 

 

 

UPTD PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT 

UPTD RSUD DR. H. 

KUMPULAN PANE 
UPTD GUDANG 

FARMASI 

 
SEKSI 

PELAYANAN 
KESEHATAN 

 

 
SEKSI 

KEFARMASIAN, 

ALKES DAN PKRT 

 
SEKSI 

SUMBER DAYA 

KESEHATAN 

 

BIDANG PELAYANAN 
DAN SUMBER DAYA 

KESEHATAN 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 ttd. 
 

ZULKARNAIN 

 

 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

DAN 

PENINGKATAN 
JALAN DAN 

JEMBATAN 

 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 

JALAN 
JEMBATAN DAN 

ALAT BERAT 

 

SEKSI 

PENGAWASAN 
JALAN DAN 
JEMBATAN 

 

 

SEKSI 

SUNGAI 

DAN 

IRIGASI  

 

SEKSI 
DRAINASE 

DAN AIR 

MINUM 

 
SEKSI 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

AIR 

 
SEKSI 

PERENCANAAN 
TATA RUANG 

 

 

 
SEKSI 

PEMANFAATAN 
RUANG 

 

 

 
SEKSI 

PENGAWASAN 

RUANG 

 

 
SEKSI 

BANGUNAN 

GEDUNG 

 
SEKSI JASA 

KONSTRUKSI 

 
SEKSI 

PENGAWASAN 

BANGUNAN 

GEDUNG 

 

BIDANG BINA MARGA 

 

SUB 

BAGIANPERENCANAA

N DAN KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG KOTA TEBING 
TINGGI 

 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

BIDANG SUMBER DAYA 

AIR 

 

BIDANG TATA RUANG 

 

BIDANG TATA 

BANGUNAN 

 
 

SUB BAGIANUMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

UPTD  PENGELOLAAN 
AIR LIMBAH RUMAH 

TANGGA 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
  

ttd. 
 

ZULKARNAIN 

 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN  DAN 
KEBERSIHAN KOTATEBING 

TINGGI 

LAMPIRAN VII 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

BIDANG PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

SUB BAGIANUMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

SEKSI PEMANFAATAN, 

PEMANTAUAN, 
PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI 

PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 

PERMUKIMAN 

 
SEKSI PENYEDIAAN, 

PELAKSANAAN DAN 
PENINGKATAN 

KUALITAS PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

 

 

SEKSI 
PENDATAAN DAN 

PERENCANAAN 
PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

 

UPTD 

RUSUNAWA 

 

SEKSI LAMPU 
PENERANGAN 
JALAN UMUM,  

DEKORASI DAN 

REKLAME 

 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

RUANG 

TERBUKA 

HIJAU  

SEKSI 
PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI 

PRASARANA 
SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

 

BIDANG PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS 

UMUM 

 

BIDANG 

KEBERSIHAN DAN 
PERSAMPAHAN 

 
SEKSI 

KEBERSIHAN 

LINGKUNGAN DAN 

PERSAMPAHAN 

 
SEKSI ANGKUTAN 

DAN TEMPAT 

PEMROSESAN 

AKHIR (TPA) 

 
SEKSI 

PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 ttd. 

 
ZULKARNAIN 

 

BAGAN ORGANISASI 
SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA KOTA TEBING 

TINGGI 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 
SEKSI 

OPERASIONAL 
DAN 

PENGENDALIAN 

 

 

 

SEKSI  
KETERTIBAN 

UMUM 

 

 

SEKSI  
PENGAMANAN 

DAN 
PENGAWALAN 

 

 

SEKSI 

PENEGAKAN 
DAN 

PENGAWASAN 

 

 

SEKSI 
PENYULUHAN 

DAN 

PEMBINAAN 

 

 
SEKSI   

KERJASAMA 
 

 
SEKSI 

PENANGGULANGAN 
DAN 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN 

 
SEKSI 

PENYULUHAN DAN 

PENCEGAHAN 
KEBAKARAN 

 

 
SEKSI 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 

BIDANG 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 
 

BIDANG PENEGAKAN 
PERATURAN DAERAH 

DAN PERATURAN 

WALIKOTA 

 

BIDANG PEMADAM 
KEBAKARAN DAN 
PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

SUB 
BAGIANPERENCANA
AN DAN KEUANGAN 

 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA SATUAN 

POLISI PAMONG 
PRAJA 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

 

UPTD PEMADAM 
KEBAKARAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 ttd. 
 

                ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS SOSIAL 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR 28  TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

SEKSI 
PEMBERDAYAANP

OTENSI SUMBER 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

 

BIDANG 
REHABILITASI, 

PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

BIDANG  
PEMBERDAYAAN 

SOSIAL  

SUB BAGIANUMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 

 

SEKSI 
KEPAHLAWAAN, 

KEPERINTISAN DAN 
KESETIAKAWANAN 

SOSIAL 

SEKSI  
PEMBERDAYAAN 

PENYANDANG 
MASALAH 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

 

 

SEKSI 

JAMINAN 

SOSIAL 

 
SEKSI  

PERLINDUNGAN 

SOSIAL  

 

SEKSI 
REHABILITASI 

SOSIAL 

UPTD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

ttd. 
 

                 ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS KETENAGAKERJAAN  

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN X 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

SEKSI 

INDUSTRI 

LOGAM DAN 

JASA 

 

BIDANG 

KETENAGAKERJAAN 

 

 

BIDANG 

INDUSTRI 
 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN 
DAN KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

SEKSI 
SARANA DAN 

PRASARANA 

SEKSI 
INDUSTRI 
AGRO DAN 
KERAJINAN 

UMUM 

 

SEKSI 

PERLINDUNGAN 
TENAGA KERJA, 
PENGAWASAN 

DAN HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

 

 
SEKSI PENEMPATAN 

TENAGA KERJA 
DAN PERLUASAN 

KESEMPATAN 
KERJA 

 

 
SEKSI 

PRODUKTIFITAS 
DAN PELATIHAN 
TENAGA KERJA 

 

 

UPTD BALAI 
LATIHAN KERJA 

 

UPTDRUMAH 

KEMASAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

  ttd. 

 
    ZULKARNAIN 

 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANAKOTA  

TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XI 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 
 

 
SEKSI ADVOKASI, 

PENYULUHAN DAN 
PENDAYAGUNAAN 
PLKB DAN KADER 

KB 

 

 
SEKSI 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 
INFORMASI 
KELUARGA 

 

SEKSI JAMINAN 

PELAYANAN 
KB/ALOKON 

DAN 
PEMBINAAN 

KESERTAAN KB 

 
SEKSI 

PEMBERDAYAAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA 

 

 

SEKSI BINA 

KETAHANAN 
KELUARGA, 

BALITA, ANAK 

DAN LANSIA 

 
SEKSI BINA 
KETAHANAN 

REMAJA 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

PUG BIDANG 
EKONOMI, 

SOSIAL, POLITIK, 
HUKUM, DATA 

DAN INFORMASI 

 
SEKSI 

PERLINDUNGAN 
HAK PEREMPUAN 
DAN KEKERASAN 

TERHADAP 
PEREMPUAN 

 
 

SEKSI 
PEMENUHAN HAK 

ANAK DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

 

BIDANG PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA 

 

BIDANG KETAHANAN 
DAN KESEJAHTERAAN 

KELUARGA 

BIDANG KUALITAS 
HIDUP, PERLINDUNGAN 

HAK PEREMPUAN DAN 
ANAK 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB 

BAGIANPERENCANA

AN DAN KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

UPTD 



 

 

                                                                                                                                                                                               

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 

 

 ttd. 
 

   ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIANKOTA  

TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XII 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

SEKSI 
KETERSEDIAAN 

PANGAN 

 

BIDANG 
KETERSEDIAAN DAN 

DISTRIBUSI PANGAN 

 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 

BIDANG KONSUMSI 
DAN KEAMANAN 

PANGAN 

 

BIDANG PRASARANA, 

SARANA DAN 

PENYULUHAN 

 

BIDANG TANAMAN 

PANGAN, HORTIKULTURA 

DAN PERKEBUNAN 

 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

SEKSI DISTRIBUSI 

PANGAN 

 

SEKSI KERAWANAN 

PANGAN 

SEKSI 

PENGANEKARAGAMAN 
KONSUMSI PANGAN 

 

 

SEKSI KONSUMSI 
PANGAN 

 

SEKSI KEAMANAN 

PANGAN 

 

SEKSI LAHAN, IRIGASI 

DAN PEMBIAYAAN 

SEKSI PUPUK, 
PESTISIDA DAN 

ALSINTAN 

 

SEKSI PENYULUHAN 

 

SEKSI PERBENIHAN 

DAN PERLINDUNGAN 

 

SEKSI PRODUKSI 

 

SEKSI PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN 

 

SEKSI PERBIBITAN 
DAN PRODUKSI 

SEKSI KESEHATAN 
HEWAN 

SEKSI 
KESMAVET,PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN 

 

BIDANG PETERNAKAN 

DAN KESEHATAN 

HEWAN 

 

 

UPTD BALAI BENIH IKAN 

 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

 

UPTD RUMAH POTONG 
HEWAN 

 

BIDANG 

PERIKANAN 

 

SEKSI PRODUKSI 

PERIKANAN 

 

SEKSI PERLINDUNGAN 

PERIKANAN 

 

SEKSI BINA USAHA 
PERIKANAN 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 ttd. 
 

ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XIII 
PERATURANWALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 
SEKSI  

PENCEMARAN DAN  

KERUSAKAN 
LINGKUNGAN 

 

 

BIDANG  
PENATAAN, PENAATAN DAN 

PENINGKATAN KAPASITAS 

 
 

BIDANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN DAN 

PENGENDALIAN PENCEMARAN 

 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

SUB 
BAGIANPERENCANAA

N DAN KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 
 

SEKSI  
PEMELIHARAAN 

LINGKUNGAN 
HIDUP 

 

 

SEKSI  
PENGELOLAAN 
LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN 
BERACUN 

 

 

 
SEKSI  

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

 
SEKSI  

PENGADUAN DAN 

PENEGAKAN 

HUKUM 

 
SEKSI  

PERENCANAAN 
DAN KAJIAN 

DAMPAK 
LINGKUNGAN  

 

UPTD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 

 
                                                                                                                                                     ttd. 

 
              ZULKARNAIN 

 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 
SEKSI 

IDENTITAS 

PENDUDUK 

 
 

SEKSI 

PINDAH 

DATANG 

 

 
SEKSI  

PENDATAAN 

PENDUDUK 

 
SEKSI 

KELAHIRAN 

 

SEKSI 
PERKAWINAN 

DAN 

PERCERAIAN 

 
SEKSI 

PERUBAHAN 

STATUS ANAK, 
PEWARGANEGARAAN 

DAN KEMATIAN 

 
SEKSI SISTEM 

INFORMASI 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

 

SEKSI 
PENGOLAHAN 

DAN PENYAJIAN 

DATA 

 

 
SEKSI KERJA 

SAMA DAN 

INOVASI 

PELAYANAN 

 

BIDANG PELAYANAN 
PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

 

BIDANG PELAYANAN 

PENCATATAN SIPIL 

 

BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN 

PEMANFAATAN DATA 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

UPTD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 

 

 ttd. 
 

                       ZULKARNAIN 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

KELEMBAGAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

SOSIAL BUDAYA 
DAN PENINGKATAN 

PARTISIPASI 
MASYARAKAT 

 

 
 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 
KESEJAHTERAAN 

KELUARGA 
 

 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 
TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA DAN USAHA 

KELOMPOK 
MASYARAKAT 

 

 

 
SEKSI PENATAAN 
DAN PENGUATAN 
KELEMBAGAAN 
MASYARAKAT 

 

UPTD 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT KELURAHAN  

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XV 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

   ttd. 
 

ZULKARNAIN 

 
SEKSI 

PENGAWASAN  

 
SEKSI 

REKAYASA 

 

SEKSI 
BIMBINGAN 

DAN 
KESELAMATAN 

LALU LINTAS 

 

SEKSI 

ANGKUTAN 

ORANG 

 

SEKSI 

ANGKUTAN 

BARANG 

 

SEKSI 
TEKNIK 
SARANA 

ANGKUTAN 

 

SEKSI ANALISA 

KEBUTUHAN 
DAN 

PENGADAAN 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN 
PEMELIHARAAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

 

SEKSI SISTEM 

INFORMASI 
MANAJEMEN 

TRANSPORTASI 

 

BIDANG PENGAWASAN 
DAN REKAYASA LALU 

LINTAS 

 

BIDANG BINA 

ANGKUTAN 

 

BIDANG BINA 

SARANA DAN 

PRASARANA 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB 
BAGIANPERENCAN

AAN DAN 
KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 

 

UPTD TERMINAL 

 

UPTD PENGUJIAN 
KENDARAAN 
BERMOTOR 

 

UPTD 
PERPARKIRAN 

UPTD PENGELOLA 
ANGKUTAN PERKOTAAN 
TRANS TEBING TINGGI 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS 
PERHUBUNGANKOTA 

TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XVI 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28  TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

                    ttd. 
 

          ZULKARNAIN 
 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFOMATIKA KOTA 

TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XVII 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

SEKSI  
LAYANAN DATA, 

STATISTIK DAN 
APLIKASIINFORMATIK

A 

 

BIDANG  

KOMUNIKASI 

 

BIDANG APLIKASI 

INFORMATIKA 

 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 
 

SEKSI SANDI  

 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

 

 

SEKSI 
PELAYANAN 

INFORMASI 

 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN KEMITRAAN 
KOMUNIKASI 

 

 

 

SEKSI 

MONITORING 
DAN 

PENGELOLAAN 
INFORMASI 

PUBLIK 

 

 

UPTD 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj.WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 ttd. 
 

 ZULKARNAIN 

 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
SATU PINTU 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XVIII 
PERATURANWALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28  TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

SEKSI 
PERENCANAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

 
 

SEKSI PROMOSI 

PENANAMAN 

MODAL 

 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL 

 
 

SEKSI 

PERENCANAAN 
DAN 

INFORMASI 

 
SEKSI 

PELAYANAN 

PERIZINAN  

 
SEKSI 

PELAYANAN 
NON 

PERIZINAN 

 
SEKSI 

PENANGANAN 
PENGADUAN 

MASYARAKAT  

 
SEKSI 

KEBIJAKAN 
DAN 

PENYULUHAN 

 

SEKSI 
PELAPORAN 

DAN 
PENINGKATAN 

LAYANAN 

 

BIDANG  

PENANAMAN MODAL 

 
BIDANG  

PELAYANAN PERIZINAN 

 

BIDANG PENGADUAN 
KEBIJAKAN DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIANUMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

UPTD 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 ttd. 
 

                ZULKARNAIN 
 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS PEMUDA DAN 

OLAHRAGA KOTA 

TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XIX 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

 
SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

PEMUDA 

 
 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

PEMUDA 

 
 

SEKSI 
INFRASTRUKTUR 

DAN KEMITRAAN 
PEMUDA 

 

 

SEKSI 

OLAHRAGA 

PENDIDIKAN 

DAN SENTRA 

OLAHRAGA 

 

SEKSI 
OLAHRAGA 
REKREASI, 

TRADISIONAL 
DAN LAYANAN 

KHUSUS  

 

SEKSI 
KEMITRAAN 

DAN 
PENGHARGAAN 

OLAHRAGA 

 

SEKSI 
PEMBIBITAN, 
IPTEK DAN 

TENAGA 

KEOLAHRAGAAN 

 

 

SEKSI PROMOSI 

OLAHRAGA DAN 
OLAHRAGA 

PRESTASI  

 

 

SEKSI 
STANDARISASI 

DAN 
INFRASTRUKTUR 

OLAHRAGA 

 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 

PARIWISATA 

 
 

SEKSI 
PEMASARAN 

PARIWISATA  

 

SEKSI 
PENGGALIAN 

POTENSI 

PARIWISATA 

 

BIDANG  LAYANAN 
KEPEMUDAAN 

 

 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

BIDANG 
PEMBUDAYAAN 

 OLAHRAGA 

 

BIDANG PENINGKATAN 
PRESTASI OLAHRAGA 

 

BIDANG PARIWISATA 

 

 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

 

UPTD 

 
 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 

  

 ttd. 
 

                 ZULKARNAIN 

 

UPTD PASAR 
 

UPTD PERKUATAN PERMODALAN 
KOPERASI, LEMBAGAKEUANGAN 

MIKRO, USAHA MIKRO KECIL DAN 

MENENGAH 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS 
PERDAGANGANKOTA 

TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XX 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

 
SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

USAHA MIKRO 

BIDANG 
PERDAGANGAN  

 

BIDANG 
KOPERASI DAN 

USAHA MIKRO 

SUB BAGIANUMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 
 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 
 

 
SEKSI PENGAWASAN 

DAN PENGENDALIAN 
KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO 

 

 

 
 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

KOPERASI 

 
SEKSI 

SARANA DAN 

PRASARANA 

 

 
SEKSI  

PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN 
PERDAGANGAN  

 

 

 
SEKSI 

PERDAGANGAN 

 

 

UPTD METROLOGI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

ttd. 
 

              ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS PERPUSTAKAAN 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XXI 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  28TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 
SEKSI  

LAYANAN DAN 

PEMBINAAN ARSIP 

 

BIDANG  
PERPUSTAKAAN 
 

 

BIDANG ARSIP 
 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

SUB 

BAGIANPERENCAN
AAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 
 

SEKSI 

PENGEMBANGAN 
KERJASAMA DAN 

TEKNOLOGI 
INFORMASI 

 ARSIP  

 

 

SEKSI, 
PENGOLAHAN 

DAN 
PELESTARIAN 

ARSIP 

 
SEKSI  

PENGOLAHAN 
TEKNOLOGI 

INFORMASI 
PERPUSTAKAAN 

 

 

SEKSI 
PELAYANAN DAN 

KERJASAMA 
PERPUSTAKAAN  

 

 

 

SEKSI AKUISISI, 
PENGOLAHAN 

DAN 
PELESTARIAN 

BAHAN PUSTAKA 

UPTD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

  ttd. 
 

 ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 

BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XXII 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

SUBBIDANG 
EKONOMI 

DAN DUNIA 

USAHA 

 

SUB BIDANG  
SOSIAL DAN 

TENAGA 

KERJA 

 

SUBBIDANG 
PENDIDIKAN 

DAN 

KESEHATAN 

 
 

SUB BIDANG 
INFRASTRUKTUR 

DAN 

PERHUBUNGAN 

 
SUB BIDANG 
PENATAAN 

WILAYAH DAN 
PENGEMBANGAN 

KERJASAMA 

 
 

SUBBIDANG 
LINGKUNGAN 
HIDUP DAN 

PERMUKIMAN 

 
 

SUB BIDANG 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

 
 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI 

 

 

SUB BIDANG 
MONITORING  

DAN 

PELAPORAN 

 

BIDANG EKONOMI 

DAN  SOSIAL BUDAYA 

 

BIDANG FISIK DAN 

PRASARANA 

 

BIDANG PENELITIAN 

PENGEMBANGAN, 
PENGENDALIAN, EVALUASI 

DAN MONITORING 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB 

BAGIANPERENCANAA

N DAN KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK 

JAFUNG 

UPTD 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

ttd. 
 

ZULKARNAIN 

 

SUBBIDANG 

PAJAK 

DAERAH 

 
 

BIDANG PENDAPATAN 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 

BIDANG ADMINISTRASI 

BELANJA 

 

 

BIDANG ADMINISTRASI 

ASET DAERAH 

 

BIDANG AKUNTANSI  

 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

BAGAN ORGANISASI 
BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN, PENDAPATAN DAN 
ASET DAERAH  

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XXIII 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 
 

SUBBIDANG 

RETRIBUSI 

DAERAH 

 
 

SUBBIDANG 
DANA BAGI 
HASIL DAN 

PENDAPATAN 
LAINNYA 

 
SUBBIDANG 

ANGGARAN 

 
 

 
 

SUBBIDANG 
PERBENDAHARAAN 

 

 
 

SUBBIDANG 

URUSAN KAS 
DAERAH 

 

 

SUBBIDANG 
PERENCANAAN 

DAN 
PENGAMANAN 

ASET 

 

 
SUBBIDANG 

PENATAUSAHAAN 
DAN 

PENGENDALIAN 
ASET 

 
SUBBIDANG 

PENGHAPUSAN 
DAN 

OPTIMALISASI 

ASET 

 
SUBBIDANG 

PEMBUKUAN 

 
SUBBIDANG 

PENGOLAHAN 
DATA DAN 

INFORMASI 

 

 
SUBBIDANG 
EVALUASI 

DAN 

PELAPORAN 

 
SUBBIDANG 
PELAYANAN 
PENDATAAN, 

DAN 

PENILAIAN 

 
 

SUBBIDANG 
PENETAPAN DAN 
PENGELOLAAN 

DATA DAN 
INFORMASI 

 
 

 

 
SUBBIDANG 

PENAGIHAN 
DAN 

PENERIMAAN 

 

 

BIDANG PELAYANAN 

PBB DAN BPHTB  

 

UPTD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 
                               ttd. 

 
    ZULKARNAIN 

BAGAN ORGANISASI 

BADAN KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

KOTA TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XXIV 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 
SUBBIDANG 

PEMBINAAN  

 

 

BIDANG 
KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 

MANUSIA 
 

 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

 

 

SUB 

BAGIANPERENCANAAN 

DAN KEUANGAN 

 

SEKRETARIAT 

 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK 
JAFUNG 

 

 
SUBBIDANG 

PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

 

 
 

 
SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN 

JABATAN 

 

SUBBIDANG 
ADMINISTRASI 

PENSIUN 
 

 
SUBBIDANG 

ADMINISTRASI 
KEPANGKATAN 

 
SUBBIDANG 

FORMASI  
 

UPTD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pj.WALIKOTA TEBING TINGGI, 

 
                             ttd. 

 

 ZULKARNAIN 
 

 

BAGAN ORGANISASI 
KECAMATAN KOTA 

TEBING TINGGI 

LAMPIRAN XXV 
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI 

NOMOR  28TAHUN 2016 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI 

 

SEKSI 

PEMERINTAHAN 

SUB 
BAGIANPERENCANA
AN DAN KEUANGAN 

 

 

SEKRETARIAT 

 

CAMAT 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

 

 

SEKSI KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 
UMUM 

 

SEKSI KESEJAHTERAAN 
SOSIAL  

SUB BAGIANUMUM 
DAN 

KEPEGAWAIAN 
DAN EVALUASI 


